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Problem Islam dan Politik

Perspektif “Kritik Nalar Politik”
Muhammad Abed al-Jabiri

Oleh Ahmad Baso

"Menurut saya, seharusnya kita meng-
hindari sebutan *‘ilmaniyyah" (sekularisme)
dari kamus pemikiran (politik) Arab. Seba-
gai gantinya, kita memakai wacana “demok-
rasi” dan “rasionalisme", karena keduanya
ini menunjukkan dengan tepat kebutuhan
masyarakat Arab. Demokrasi berarti peng-
hargaan atas hak-hak individu dan kelom-
pok; sedang rasionalisme berarti bahwa
sebuah perilaku politik menjadikan akal,
ukuran logika dan nilai-nilai etika sebagai
prinsip dasarnya, dan bukan atas dasar am-
bisi, fanatisme dan interes-interes pribadi.
... demokrasi dan rasionalisme (dalam
politik) tidaklah mesti berarti mengabaikan
faktor Islam ...."

Muhammad Abed al-Jabiri

uhammad Abed al-Jabiri, pemikir asal
Maroko kelahiran 1936, lebih dikenal
dengan proyek “Kritik Nalar Arab”-nya.
Dalam membangun tradisi kritik dalam pemikiran
Islam ini al-Jabiri membutuhkan tak kurang dari 20
tahun, sejak awal 1970-an, yang dihabiskan untuk
menghasilkan sejumlah buku, di antaranya yang
terkenal adalah trilogi Nagd al-Agl al-Arabi (terdiri
dari 1.200 halaman lebih).! Belakangan ini, al-Jabiri
mulai menekuni persoalan hubungan antara Islam
dan politik, atau apa yang disebutnya sebagai “a/-
‘Agl al-Siydsi al-Arab” ?

Kendati dalam seri ketiga triloginya itu ia telah
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memaparkan latar belakang historis
formasi pembentukan nalar politik
Arab sejak masa Rasulullah, namun
dalam karya terakhirnya, berjudul
Withah al-Naghr nahw 'l'adah Bina’
Qadliyi al-Fikr al-Arabi al-Mu'ashir
(1992), ia lebih jauh mengelaborasi
kritik nalar politik tersebut. Termasuk
tawaran-tawaran konseptual menyang-
kut hubungan agama dan politik seper-
ti yang menjadi persoalan di kalangan
masyarakat Arab saat ini dan masya-
rakat Islam pada umumnya. Yang
dimaksud al-Jabiri dengan “nalar po-
litik Arab” atau “ag/ al-wagi' al-‘arabiy”,
adalah “batasan-batasan perilaku politik beserta
manifestasinya dalam kebudayaan Arab dan Islam
sejak masa Rasul hingga kini”. Bila dalam kritik nalar
Arab yang ditekankan adalah bagaimana akal
memproduksi dan mereproduksi pengetahuan, maka
dalam kritik nalar politik ini yang digaris bawahi ada-
lah proses berpolitik yang dilakukan kalangan umat
Islam untuk merebut atau mempertahankan ke-

e

kuasaan.

Islam, Din wa Daulah
Persoalan pertama yang dihadapi al-Jabiri adalah
bagaimana memahami problem yang sering diangkat
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di kalangan Islamis dalam politik, yaitu Islam sebagai
din (agama) dan daulah (negara). Di sini, ia berupaya
menghindari mempertanyakan relasi din dan daulah
tersebut dari sisi yang dipahami selama ini. Misalnya
bahwa Islam adalah din, bukan daulah, seperti yang
dipahami kalangan liberal dan sekularis, atau bahwa
Islam din dan daulah sekaligus, seperti yang dianut
kaum Islamis. Ia justru ingin mempertanyakan makna
dualisme din/danlah ini: benarkah Islam dalam
sejarahnya mengenal dualisme tersebut, ataukah
dualisme itu sebenanya hasil dari konstruksi yang
keliru dari cara pandang umat saat ini dalam melihat
kaitan Islam dan politik? Bila konstruksi tersebut
keliru, lalu bagaimana kita memahami doktrin “Is-
lam din wa danlah” tersebut?

Dari sini al-Jabiri memulai menganalisa sejarah
politik Islam sejak di masa Nabi. Analisa historis
seperti ini telah dilakukan dalam a/~Ag/ al-Siyasi al-
Arabiy. Namun, ada satu hal yang ingin diangkatnya
dalam konteks dualisme din/danlah ini, yaitu faktor
penting pertemuan kaum Muhajirin dan kaum
Anshar dalam Saqifah Bani Saidah setelah wafatnya
Nabi untuk menentukan khalifah. Pertemuan
tersebut, menurut al-Jabiri, merupakan kerangka
rujukan utama (ithar marji'ty ra’isiy) bagi kaum Sunni
dalam membangun sistem khilafah dan perilaku
politik mayoritas kaum Muslim hingga kini. Ada tiga
point yang dicatat al-Jabiri sebagai “fondasi teoritis”
(ashl)) dari pertemuan Saqifah itu bagi nalar politik
Arab:

Pertama, persoalan politik umat Islam saat itu
dibatasi pada soal figur yang akan menjadi penguasa
bagi kaum Muslimin, dan bukan pada negara sebagai
sebuah institusi dan sistem. Figur ini diangkat
berdasarkan bai‘ah, mengikuti aturan Quran dan
Hadis, dan memangku jabatan dalam tempo yang
tidak terbatas. Serta ia tidak pula terikat dengan
syarat-syarat yang berkaitan dengan soal kelem-
bagaan, sarana dan sistem, sehingga memungkin-
kannya mengendalikan kekuasaan mutlak yang ada
pada adanya. Soalnya, kaum Muslimin menyerahkan
sepenuhnya kepadanya kewenangan melaksanakan
administrasi pemerintahan, mulai dari soal pengang-

katan pejabat pembantu, menteri dan gubernur, serta
tidak pula mengharuskan adanya pengawasan kepada
penguasa tersebut. Karena, setelah berlangsungnya
sumpah setia atau baiat tersebut, ia sepenuhnya ber-
tanggung jawab kepada Tuhan, dan bukan kepada
yang membaiatnya. Kewajiban mereka hanyalah
mentaati sang khalifah, selama tidak memerintahkan
hal-hal yang bersifat kedurhakaan kepada Tuhan (/4
tha'ab li makbliq fi ma‘shiyah al-khalig).

Kedua, teori politik Sunni mengharuskan adanya
penguasa atau khalifah yang tunggal. Artinya, hanya
satu khalifah yang dibenarkan berkuasa di dunia Is-
lam. Bisa saja ada menteri atau gubernur yang ber-
fungsi menggantikan fungsi khalifah dalam fungsi-
fungsi tertentu. Tapi, secara teoritis fighiyah, khalifah
tetap harus satu. Kendati dalam kenyataannya umat
Islam juga mengenal sejumlah khalifah dalam waktu
yang sama, seperti kehalifahan Umayyah di Andalus,
Fathimiyyah di Kairo dan Abbasiyah di Baghdad.

Ketiga, menurut kaum Sunni, khalifah ditentukan
berdasarkan pemilihan atau ikhtiydr, dan bukan
dengan wasiat atau nash seperti yang diyakini kaum
Syiah. Soalnya, menurut mereka, selama para sahabat
berselisih dalam soal pengganti Nabi dan lalu
bersepakat pada Abu Bakar selaku pemimpin
mereka, maka itu berarti Nabi tidak memberi pesan
atau menetukan apa pun soal penggantinya setelah
wafat. Implikasinya, untuk menentukan siapa yang
berhak menjadi khalifah, yang jadi pertimbangan
adalah soal kemampuan dan kekuatan. Maka,
berlakulah doktrin berikut: barangsiapa yang maju
menghendaki jabatan khilafah, punya kekuatan yang
riil, serta punya massa yang mendukungnya, ikhlas
atau terpaksa, maka ia berhak menjadi khalifah.
Mayoritas umat di abad-abad pertama menghendaki
khalifah berasal dari suku Quraisy, namun akhirnya
dikritik kelompok Islam lainnya yang tidak berasal
dari suku tersebut. Namun demikian, seperti
dikatakan al-Jabiri, yang jadi faktor penentu pada
akhirnya adalah faktor kekuatan, dan bukan faktor
keturunan. Sebagaimana halnya dengan baiah yang
sebenarnya baru berlaku setelah orang yang menun-
tut kursi khalifah berhasil merebut kekuasaan.
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Singkatnya, secara praktis, baiah hanya merupakan
ungkapan lain dari sikap pasrah atas status quo.’

Maka, sebagai kesimpulan, al-Jabiri menyatakan
bahwa teori khilafah Sunni se-
cara umum merupakan upaya
untuk melegalisir status quo,
dan bukan berorientasi trans-
formasi yang ditujukan untuk
merubahnya. Sehingga praktis
tidak ada perbedaan antara
teori-teori kaum fuqaha tentang
khilafah dan kenyataan politik
umat Islam. Sesuatu yang pasti
secara syar’i dalam konteks di
atas adalah keharusan adanya
waliyul amri yang akan melak-
sanakan hukum-hukum agama.
Sedang menyangkut persoalan
negara, yang ditekankan sejak
pertemuan Saqifah adalah ter-
wujudnya pemerintahan yang
didasarkan pada pertimbangan
kekuatan dan kekuasaan, baik
kekuatan materil maupun non-
materil. Dan karena semuanya
adalah kaum muslimin, prob-
lem hubungan din dan danlah
tidak pernah dibayangkan atau terpikirkan. Sebab,
segala sesuatunya di kalangan masyarakat Islam saat
itu adalah berasaskan Islam, selain yang diharamkan
Allah swt. baik melalui Qur’an maupun penegasan
Nabi. Apalagi dimungkinkan bagi umat Islam, seperti
dinyatakan sebagian tokoh aliran-aliran dalam Islam,
untuk tidak butuh terhadap khalifah atau daw/ah
selama masing-masing anggota masyarakat saling
memenuhi kebutuhannya, tanpa mesti melalui
daulah.*

Bila ini yang tergambar dalam tradisi politik Is-
lam klasik, lalu dari mana berasal problem kaitan din
wa dawlah yang hingga kini mempengaruhi nalar
politik atau pandangan dan perilaku politik bangsa
Arab dan umat Islam umumnya? Dari sini al-Jabiri
melihat bahwa akar-akar tumbuhnya problem

Seorang penguasa Islam dari Abad Pertengahan.

tersebut muncul sejak perkenalan umat Islam,
khususnya masyarakat Arab, dengan kemajuan
peradaban Barat di satu pihak dan kemunduran dunia
Islam di pihak lain. Tepatnya
pada paruh akhir abad 19 dima-
na umat Islam berada dalam
kekuasaan Utsmani yang saat
itu mengalami dekandensi.
Yang memunculkan persoalan
tersebut tampaknya adalah tuli-
san Botrus al-Bustani, penga-
nut Kristen kelahiran Libanon
dan pelopor Nahdlah (Kebang-
kitan Bangsa Arab Modern),
dalam koran Nafir Suriyah tahun
1860. al-Bustani menulis demi-
kian:

“Selama masyarakat kita
tidak bisa membedakan antara
urusan agama, adydn, yang ber-
kaitan dengan hubungan hamba
dengan Tuhannya, dan urusan
madaniyyah, yang berkaitan dengan
hubungan antara sesama manusia,
antara sesama warga dalam satu
negara, termasuk soal-soal politik
dan kemasyarakatan, serta tidak
bisa pula mereka bisa membe-
dakan antara keduanya secara tegas dan pasti, maka me-
reka niscaya tak bakalan memperoleh keberhasilan, baik
dalam salah satunya maupun kedua-duanya. ...

Dengan demikian, harus ada pemisahan yang tegas
antara riydsab, yaitu kekuasaan spirtual, dan siydsah atau
kekuasaan politik. Karena riydsah berkaitan dengan urusan
batin yang tidak mengalami perubahan selama-lamanya.
Sementara siydsab berkaitan dengan urusan yang berisfat
ke luar, lahiriah, yang senantiasa berubah di setiap waktu
dan tempat. Mencampur adukkan antara kedua jenis
kekuasaan ini ....tentu akan membawa kepada konflik di
antara sesama kita, serta bakal membawa petaka dalam
urusan agama dan undang-undang kita. Sehingga tidaklah
berlebihan bila kami katakan, adalah mustahil bila kedua
urusan yang dicampuraduk itu akan membawa kepada

tmbuh dan berkembangnya peradaban (yang maju).””

Sumber: Leksikon Islam

Teks di atas menujukkan dengan tegas upaya
sekularisasi seperti dikenal di Barat: antara kekuasaan
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agama dan kekuasaan politik, antara apa yang berlaku
bagi Kaisar dan apa yang berlaku bagi Tuhan. Dan
sekularisasi semacam inilah yang dijadikan syarat
kebangkitan kaum Arab, seperti yang dipahami al-
Bustani. Namun al-Jabiri tidak ingin memahami
secara harfiyah teks di atas: ia ingin melacak akar-
akar sejarah yang melatarbelakangi munculnya ide
pemisahan antara yang bersifat din dan madani di atas.
al-Bustani hidup di masa ketika Libanon saat itu
sedang dilanda konflik berdarah antara beberapa
kelompok agama, khususnya antara Kristen Maronit
dan kelompok Druz. Saat itu pula negeri kecil ini
berada di bawah kekuasaan pemerintahan khalifah
Utsmaniyah yang memerintah secara despotik atas
nama Islam. Maka, satu-satunya jalan mencapai
tujuan yang diidealkan, yakni Nahdlah atau kemajuan
bangsa Arab, dalam bayangan al-Bustani, adalah
“pemisahan atau kemerdekaan negeri Libanon dari
kekuasaan agama kaum Turki Utsmani” di satu sisi,
dan “meredakan ketegangan konflik politik berbau
agama dalam negeri dengan memisahkan urusan
agama dengan urusan politik” di sisi lainnya.®
Dengan demikian, simpul al-Jabiri, ada tiga faktor
awal yang melatarbelakangi munculnya ide seku-
larisasi atau pemisahan antara urusan din dan daulah:
pengaruh pengalaman Eropa yang mengenal seku-
larisme, persoalan konflik sektarianisme antara ke-
lompok-kelompok agama, dan kesadaran tentang
Nahdlah yang dikaitkan dengan pemisahan din dan
dawlah. Ketiga faktor inilah yang membedakan
hubungan din dan danlah di masa Islam klasik.

Lalu, bagaimana konsekuensi dari ide pemisahan
din dan daulah seperti yang diajukan al-Bustani itu?
Bagi al-Jabiri, ide tersebut lebih bersifat lokal, dalam
arti muncul dari situasi khusus, yakni negeri Libanon,
yang membutuhkan penanganan yang spesifik pula.
Karena bersifat lokal, maka tawaran yang diajukannya
pun terbatas pada kondisi sejarah dan sosial dari
lokalitas tersebut, dan tidak mencakup negeri-negeri
lainnya. Libanon, misalnya, lanjut al-Jabiri, meng-
hadapi persoalan konflik antara beberapa kelompok
berdasar agama, seperti Kristen Maronit, yang
merupakan kelompok mayoritas dan cukup ber-

pengaruh, Druz, kaum Siyiah, kaum Sunni, dsb. Dari
sekian konflik tersebut, Libanon akhirnya sampai
pada titik perimbangan, sejak dekade 1940-an, dima-
na Maronit memperoleh kekuasaan atas kelompok-
kelompok lainnya yang juga menikmati keuntungan-
keuntungan tertentu. Sehingga secara relatif Libanon
saat itu berada dalam stiuasi yang cukup demokratis.
Namun, pada tahun-tahun selanjutnya, perimbangan
tersebut terganggu karena Maronit tetap ingin mem-
pertahankan status quo, baik politik maupun ekono-
mi, sementara kelompok-kelompok lainnya, yang
sudah menikmati sedikit kemakmuran dan juga maju
secara kultural, ekonomi dan demagrafis, tetap di-
abaikan hak-haknya dalam kekuasaan formal negara.
Akibatnya, iklim demokrasi yang telah tercipta di
tahun 40-an akhirnya tercabik-cabik dan tidak bisa
lagi memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat
akan keadilan sosial dan demokrasi politik. Sementara
proses sekularisasi dan iklim kebebasan berpikir tidak
mampu meredam ketegangan antar berbagai kelom-
pok sektarian dan primordial yang kian mengeras itu,
serta tidak pula kuasa mengatasi persoalan otori-
terianisme kekuasaan kaum Maronit. Maka, perang
saudara akan terus berlanjut bila penduduk Libanon
belum menemukan strategi yang tepat untuk mem-
bangun iklmi demokrasi baru yang bisa memenuhi
tuntutan perkembangan.’

Sementara di negeri-negeri lainnya yang tidak
mengalami konflik antar berbagai kelompok agama,
ada yang menuntut demokrasi dan keadilan sosial
dengan slogan dan wacana yang betbeda-beda: ada
yang mengangkat wacana demokrasi, ada yang me-
ngangkat wacana “pengakuan atas hak-hak mino-
ritas”, dan ada pula “revolusi menentang feodalisme”.
Singkatnya, menurut al-Jabiri, ide sekularisasi atau
pemisahan anatara din dan daulah sebenarnya meru-
pakan konstruksi yang keliru atas realitas: ia tidak
menggambarkan secara umum kondisi permasalahan
yang dihadapi masyarakat Arab atau masyarakat Is-
lam di beberapa wilayah dunia Islam.® Ia tidak
mengangkat ide atau konsep demokrasi karena yang
terakhir ini dipahami sebagai pemerintahan mayo-
ritas, sementara mereka berasal dari kalangan
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minotitas sehingga memungkinkan digusurnya hak-
hak mereka sebagai minoritas.’

Kenyataan serupa juga dialami kelompok-
kelompok Islam yang menghendaki “huksimah
Iskimiyyah” (pemerintahan Islam) atau “khilifah
Islkimiyyal” (kekhalifahan Islam), atau yang lebih
dikenal dengan kelompok yang pro-doktrin “Islam,
din wa daulah”, yang muncul di beberapa negara Arab,
dan juga di wilayah Asia Tenggara. Mereka tentu saja
menentang ide sekularisasi, bukan hanya karena
dalam bayangan mereka bertentangan dengan dok-
trin agama Islam, tapi lebih dari itu karena ide terse-
but bisa berarti mengancam persatuan umat Islam
yang disimbolkan dalam keutuhan kekuasaan Uts-
mani dan juga bisa mengancam kekuasaan para ula-
ma yang menempati posisi ab/ al-hall wa al-‘agd dalam
kekuasaan."” Maka, wacana yang diangkat adalah
“penerapan syariah Islam” atau “sydra”, dan bukan
demokrasi, karena dalam anggapan mereka, istilah
yang terakhir ini lebih merujuk pada pengalaman
Eropa dimana kekuasaan tokoh-tokoh agama dising-
kirkan, dan diambilalih oleh kekuasaan kalangan
awam agama yang sekuler. Dan itu berarti, dalam ik-
lim demokrasi, kekuasaan para ulama, yakni yang me-
nempati posisi ah/ al-hall wa al-'agd dalam konteks
Kekhalifahan Utsmaniyah, bakal tergusur."

‘limaniyyah dan demokrasi

Bila demikian wacana politik kalangan masya-
rakat Arab dalam melihat hubungan agama dan po-
litik di masa-masa akhir Kekhalifahan Utsmani, lalu
bagaimana mereka memahami konsep /maniyyah
setelah terbentuknya nation-state di sejumlah negara
Muslim pasca Perang Dunia Kedua? Seperti
dikemukakan di atas, al-Jabiri melihat ide sekularisasi
atau pemisahaan Islam sebagai din dan daulah dan
juga ide “gsra” lebih merupakan kebutuhan yang
besifat lokal, dan merupakan konstruksi yang keliru
atas tuntutan segenap masyarakat Arab dari berbagai
negara. Sebelum menganalisa apa yang justru lebih
dibutuhkan masyarakat Islam secara umum, dan
masyarakat Arab dari berbagai latar belakang agama
secara khusus, dalam konteks hubungan agama dan

politik, kita lihat terlebih dahulu bagaimana al-Jabiri
memetakan persoalan ‘//méiniyyah dalam nalar politik
Arab.

Menurut al-Jabiri, istilah * %naniyyah” merupakan
terjemahan yang tidak tepat atas istilah “/aicit”’, yang
di Barat menunjuk pada kalangan awam, sebagai
imbangan atas ungkapan “clrgy”, yang menunjuk
kalangan tokoh agama dalam lingkungan Gereja.
Yang ditekankan dalam konsep /zciti dalam konteks
Eropa ini, menurut al-Jabiri, adalah penegasan ten-
tang adanya satu wilayah yang berada di luar wewe-
nang kaum agamawan. Dan itu berarti dalam konteks
masyarakat yang lebih spesifik, yakni dalam konteks
dimana kekuasaan Gereja menguasai kekuasaan spiri-
tual, dimana hubungan antara manusia dengan Tu-
han berlangsung melalui kaum agamawan. Semen-
tara Islam sendiri, seperti dinyatakan al-Jabiri, tidak
mengenal konteks masyarakat demikian dan tidak
pula mengenal pola hubungan yang berfungsi peran-
tara, apalagi sebuah kekuasaan sipritual.”® Jika demi-
kian, dimana kemudian ide “ %maniyyalh”’ menemukan
relevansinya?

Dari sini kemudian al-Jabiri melihat, bila pada
masa-masa akhir kekuasaan Utsmaniyah, istilah
tersebut bermakna “kemerdekaan dari kekuasaan
Turki Utsmaniyah”, maka setelah negara-negara baru
terbentuk, istilah tersebut merujuk pada gerakan
nasionalisme Arab atau gaumiyyah arabiyyah. Mun-
cullah kemudian korelasi yang kuat antara gagasan
ilmaniyyah dan gaumiyyah dengan ide persatuan atau
wahdah. Namun, berbeda dengan ide “persatuan
ummah” yang diangkat kaum Salafiyah,"” yang diar-
tikan dengan kesatuan umat Islam di bawah payung
kekhalifahan yang terpusat, ide wahdah dalam konteks
ilméniyyah ini terkait dengan prinsip demokrasi dan
rasionalitas dalam membangun negara. Dengan de-
mikian, makna %/maniyyah yang dipahami sebagai per-
tentangan antara din dan daulah tidaklah relevan, sela-
ma Islam tidak berdiri sebagai sebuah lembaga ter-
sendiri yang memiliki kekuasaan spiritual kepada
manusia dan yang berfungsi sebagai kekuatan pe-
nyeimbang terhadap kekuasaan negara.

Dengan demikian, gagasan %/maniyyah meru-
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pakan konstruk yang keliru (mugayyafak), dalam arti:  epistemologis (a/-qathi‘ah) dari tradisi pemikiran yang
“ja mengungkap suatu kebutuhan dengan kandungan dominan saatini.'® Dalam soal hubungan agama dan
pengertian yang tidak sepadan dengan kebutuhan politik ini, al-Jabiri meneliti beberapa point yang
obyektif tersebut.”’'* Lalu, kandungan pengertian hingga kini jadi permasalahan dalam membangun
mana yang lebih tepat “mewakili” kebutuhan yang budaya politik yang demokratis dan berkebangsaan,
riil obyektif bagi negara nation-state Arab tersebut? di antaranya yang penting untuk diangkat di sini
al-Jabiri menulis demikian: adalah konsep gydra dan pluralisme politik.
Sedari awal al-Jabiri menegaskan bahwa konsep
“kebutuhan untuk mer-deka dalam kerangka syira berbeda dengan demokrasi. Ia memahami
nasiona-lismcr demokrasi. yang bahwa selama ini ada upaya
meng-hormat hak-hak minori- 5
tas dan juga praktek politik untuk mempertautkan an-
yang rasi-onal merupakan tara kedunya, seakan seba-
kebutuhan yang ril dan obyek- gai dua sebutan untuk kan-
tif. Karena ketiganya itu meru- dungan makna yang sama.
pakan tuntutan yang realistis Ini misalnya tampak pada
dan sangat urgen dalam kon- f
teks dunia Arab, namun kehi- al-Afghani dan Muham-
langan vitalitas dan rasiona- i mad Abduh. Upaya mem-
litasnya ketika diungkapkan 2 pertautkan ini, menurut al-
dengan wacana * Wmaniyyah”." g Jabiri, dilatarbelakangi di
" satu sisi oleh keinginan un-
Bagaimana dengan po- tuk menyenangkan ka-
sisi agama Islam sendiri dalam kontks kebangsaan, langan tokoh-tokoh agama, bahwa memperkenalkan
demokrasi dan rasionalisme politik di atas? Di sini  jde demokrasi bukanlah berarti bid’ah, dan juga
al-Jabiri mengakui peran Islam yang sangat signifikan, bukan sebagai se-suatu yang dianggap aneh dalam
bahkan Islam merupakan “jiwa” (ru4) bagi bangsa Islam. Di lain pihak, mereka juga bermaksud untuk
Arab, Muslim maupun non-Muslim. Namun, yang merelevansikan kembali pengertian sydra agar bisa
jadi persoalan baginya adalah bagaimana menafsirkan Jebih aktual di hadapan Barat. Dengan kata lain,
peran Islam dalam konteks kebangsaan, demokrasi jawaban atas persoalan-persoalan kekinian dianggap
dan rasionalisme tersebut? Apakah dengan demikian  bjsa ditemukan dalam tradisi Islam klasik. Sikap ini,
seluruh doktrin Islam yang berkaitan dengan politik lanjut al-Jabiri, merupakan bentuk afirmasi atas
bisa relevan dalam konteks demokrasi? Dalam identitas diri dan apologi; dan itu berarti bagian dari
kerangka ini ia tidaklah ingin memposisikan dirinya proyek ideologis."”
seperti kalangan Salafi (atau Islamiyyin), yang Selain itu, bila diteliti lebih jauh batas-batas
menimba, merujuk dan juga menjustifikasi perilaku konsep sydra seperti yang dipahami kalangan Salafi
politiknya kepada kejayaan masa lalu Islam, dan tidak dengan model sejarah Islam klasiknya, maka yang
pula seperi kalangan modernis (badatsiyyin), yang tergambar adalah bentuk pemerintahan Khalifah
menjadikan pengalaman Barat sebagai model atau  Umar ibn Khaththab, yang mempraktekkan bentuk
reference untuk membangun sebuah pembaruan pemerintahan yang absolut tapi berkeadilan (mustabid
politik. Maka, dalam konteks membangun masa  %gi/)."" Dan Umar sering diidentikkan sebagai figur
depan yang lebih cerah bagi tumbuhnya demokrasi, ideal dari pemerintahan yang Islami, termasuk
kebangsaan dan rasionalisme dalam politik, al-Jabiri praktek syura yang dilakukannya. Sehingga, syura
menawarkan satu kosnep pembaruan pemikiran Is-  dalam konteks tradisi Islam bukanlah suatu kekuatan
lam, yang berintikan kritik atau keterputusan penyeimbang yang bisa menggatikan dan menggusur
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kekuasaan absolut dan otoriter seorang khalifah atau
penguasa. Yang bisa digusurnya hanyalah bentuk
otoriterianisem yang tiranik dan menidnas, yaitu
“otoriterianisme yang tidak berkeadilan”, dan bukan
sistem despotik dan otoriterianisme itu sendiri."”
Dengan demikian, untuk menghindari perilaku
uranik dan ketidakadilan, seorang penguasa, baik
karena keikhlasan hatinya atau karena mendapat
petunjuk dari Tuhan, melakukan syura atau musya-
warah dengan para ulama, para pemimpin kaum atau
ahlul halli wal agdi tentang persoalan tertentu. Tapi
syura dalam pengertian ini, apapun hasilnya, tidak
bersifat mengikat bagi penguasa; ia meminta per-
timbangan dai mereka, dan keputusan akhir tetap
berada di tangan dia.

Pada akhirnya, meski ada dua ayat al-Qur’an
yang menyebut anjuran untuk bersyura, namun para
fuqa-ha dan mutakallimun (teolog), seperti dikatakan
al-Jabiri, tidak menjadikannya sebagai salah satu
doktrin politik yang harus diikuti atau sebagai syarat
dalam jabatan kekhalifahan; mereka hanya meng-
kategorikannya sebagai makdrim akhliq atau mahdsin
adah (perilaku atau kebiasaan yang baik dan pantas
untuk ditkuti). Apalagi dari sekian bab figih, tidak
satu pun kita temui bab tentang sy#ra* Mengapa
demikian? al-Jabiri menuturkan demikian:

“Soalnya, pandangan figih Islam tersebut
berdasarkan pada asumsi bahwa seorang khalifah
bertanggung jawab di hadapan Tuhan saja, dan bukan
di hadapan orang-orang yang membaiatnya, apakah
merecka membaiatnya ikhlas atau terpaksa. Sehingga ia
tidak punya kewajiban apa-apa selain memerintah sesuai
dengan hukum Allah, dan tidak ada satu pun dalam al-
Qur’an yang mengharuskan dirinya mengikuti pandangan
orang lain atau rakyatnya, baik dari kalangan elit maupun
awam. Karena yang wajib baginya hanyalah menerapkan
saja apa yang bisa dicapai oleh keputusan ijtihadinya.
Maka, tidak heran bila kemudian para teorisi figih siyasah
mensyaratkan pada seorang khalifah agar “memiliki
pengetahuan yang cukup untuk melakukan ijtihad dalam
soal-soal wahyu (nawdzil) dan hukum agama (abkan).
Maka, persoalan syura dalam Islam masuk dalam kategori
nashihah (nasehat-menasehati), dalam kategori
keutamaan-keutamaan (fad/d’il) penguasa, dan bukan
dalam kateogori furdd/ atau wdjibah (baginya).

Kesimpulannya, antara syfira dan demokrasi tidak ada
titik temu sama sekali.”*’

Bila bukan sydra dalam pengertian di atas, lalu
tawaran konsep apa yang akan diberikan oleh al-Jabiri
dengan wacana demokrasinya itu? Jawaban tersebut
dipaparkan secara lebih detil dalam a/-Ag/ al-Siyasi a-
Arabiy®?* Secara ringkas, bisa dikatakan di sini bahwa
al-Jabiri menegaskan perlunya fa/did (pembaruan),
bukan hanya #a/did pada tingkat teori-teori politik
Islam, seperti sysira, khildfah atau bai‘ah, tapi juga tajdid
pada tingkat batas-batas yang menentukan (muhaddi-
dah) bagi munculnya teori-teori dan doktrin-doktrin
politik tersebut. Dan itu, menurutnya, “tidak akan
mungkin terlaksana tanpa adanya negasi historis (#afy
tarikhi), yakni dengan mengadopsi alternatif-alter-
natif sejarah yang kontemporer untuk meng-gantikan
ajaran-ajaran lama.””® Maka, lanjut al-Jabiri, diper-
lukan kombinasi antara “kritik atas masa lalu” agar
tidak terjadi manipulasi sejarah untuk kepen-tingan
kekinian, dan juga “kritik atas masa kini” agar tidak
muncul upaya peneguhan identitas dan apologi dalam
berhadapan dengan konsep-konsep yang dika-takan
asing itu, yakni dari Barat. Kedua kritik tersebut pada
akhirnya diarahkan pada unsur-unsur dan batas-batas
yang menentukan dalam sejarah politik Islam.** Dan
di antara yang perlu dikritik di sini adalah soal
politisasi agama, yang hingga kini masih merupakan
persoalan kolektif umat Islam yang tidak pernah
habis-habisnya bermunculan.

Politisasi agama, “sekularisasi” dan
“syirik” dalam politik
Sebelumnya telah dikemukakan bahwa al-Jabiri

‘tidak mengakui adanya %/maniyyah (yang diterje-

mahkan di sini dengan “sekularisme”) dalam Islam,
dengan alasan bahwa Islam tidak mengenal lembaga
tertentu yang fungsi seperti kekuasaan negara se-
hingga perlu di- “maniyyah. Namun demikian, al-Jabiri
berbicara tentang “sekularisasi”’, dalam arti pemi-
sahan agama dari politik (fash/ al-din ‘an siydsah). Ini
dimaksudkan untuk menghindari penggunaan atau
manipulasi agama kepentingan politik tertentu. Ka-
rena agama merupakan kumpulan ajaran yang mutlak
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dan transenden, sementara politik merupakan se-
suatu yang relatif dan berubah-ubah sepanjang masa.
Politik digerakkan oleh kepentingan-kepentingan
yang beraneka ragam, yang cenderung saling ber-
tabrakan antara satu kelompok dengan kelompok
lainnya. Karena politik berurusan dengan persoalan
konflik kepentingan, maka yang dipentingkan adalah
manajemen konflik, yakni bagaimana mengatur
konflik tersebut agar masing-masing pihak bisa me-
nikmati hak-hak dan kewajibannya dengan seimbang
dan merata. Sedang agama sangat jauh dari segala
anasir kepentingan duniawi dan cenderung memper-
satukan atau fawhid, yakni taubid dalam tingkat teologi
(Tuhan yang Esa), dalam tingkat masyarakat (ummah
wahidah), dan tauhid pada tataran pemahaman agama
dan prakteknya. Maka,

“perbedaan kepentingan dalam soal agama, bila
digerakkan oleh kepentingan politik tertentu, akan mem-
bawa kepada munculnya sektarianisme dan primordialis-
me, yang pada akhirnya bakal mengarah pada perang sau-

dara”.®

Lalu, mengapa terjadi politisasi agama, dan
bagaimana mungkin politisasi agama mengarah pada
perang sipil? Bukankah agama itu bisa menjadi
elemen pemersatu dalam politik? Menurut al-Jabiri,
munculnya fenomena politisasi agama (atau faughif
al-din fi al-siyasah) di sebagian kalangan umat Islam
dilatarbelakangi oleh kondisi tertentu. Yaitu kondisi
yang tidak akan menguntungkan baginya bila mereka
mengungkapkan kepentingan sosial-ekonominya
dengan wacana politik yang tegas dan relevan.
Soalnya, bila mereka mengungkapkannya dengan
wacana politik yang tegas dan jelas, maka kepen-
tingan dominasi dan hegemoni mereka akan terung-
kap pula. Atau, dilatarbelakangi oleh kenyataan bah-
wa mereka belum mencapai tingkat kesadaran terten-
tu yang memungkinkannya melontarkan kepentingan
sosial-ekonominya dengan wacana yang tegas dan
jelas, tanpa simbolisme yang ditutup-tutupi. Maka,
dalam konteks seperti ini, problem politisasi agama
mengambil bentuk sektarianisme, yang intinya
mengembalikan konflik lama dan mengaktualisasikan

kembali simbol-simbol maupun kandungan
ideologisnya. Pada gilirannya, mereka beralih menjadi
kelompok-kelompok agama yang primordial (gabilah
ribiyyah). Yang terakhir ini mungkin saja terjadi karena
prakondisi sosialnya tidak memungkinkannya beralih
menjadi kelas-kelas sosial.*

Karena al-Jabiri berpikir dalam kerangka
masyarakat Arab yang jadi keprihatinannya, maka
yang diangkat sebagai kasusnya adalah negeri
Libanon, yang pernah dilanda konflik antar berbagai
faksi-faksi agama. Kelompok Kristen Maronit ber-
pegang pada pola sektarianisme, yakni pembagian
kekuasaan dan pembagian akses dan kepentingan
ekonomi berdasarkan pada pola pembagian dan
sttruktur yang tidak adil di antara kelompok-kelom-
pok agama di saat negara tersebut berdiri. Mengapa
mereka berpegangan pada pola sektarianis-me? Kare-
na mereka, sebagai kelompok mayoritas dan punya
pengaruh yang cukup kuat di Libanon, menganggap
bahwa mengungkap kepentingan dan privelese
ekonomi mereka secara politis dan tegas tidaklah
akan menguntungkan baginya. Kekuasaan politik
yang dinikmatinya saat itulah yang melindungi sege-
nap kepentingannya. Maka, untuk memper-tahankan
kekuasaan tersebut agar tidak berubah dan berpindah
tangan ke kelompok lainnya, mereka berupaya meng-
kaitkan kekuasaan tersebut dengan soal agama. Dan
praktis, hak untuk berbeda dalam hal agama juga
berarti hak untuk berbeda dalam soal memperoleh
jatah kekuasaan, dalam hal ini perbedaan dan keti-
dakseimbangan pembagian di antara berbagai kelom-
pok masyarakat.

Di lain pihak, kelompok-kelompok yang berada
di luar kekuasaan, yang tidak begitu makmur, dan
bahkan tertindas oleh kelompok Maronit, tidak
mampu mengangkat kepentingannya dengan wacana
politik yang tegas. Karena kondisi-kondisi sosial dan
ekonominya belum memungkinkan mereka tumbuh
sampai pada tingkat tertentu dimana mereka punya
kemampuan maksimal untuk mengangkat kepen-
tingannya sebagai kelas sosial. Apalagi, kekuasaan
yang menindas mercka adalah kekuasaan yang me-
nampilkan dirinya sebagai kelompok agama yang sek-

Bl Asin
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Al Azhar di tengah kota Kairo

tarian yang menggunakan simbol-simbol agama, dan
bukan sebagai kelas sosial. Selanjutnya, kesadaran
tertindas yang dialami kelompok-kelompok marjinal
di Libanon, beralih menjadi satu bentuk perlawanan
yang berdasar sektarianisme pula (apakah itu Syi’ah,
Druz, atau kelompok Sunni). Puncaknya, meletuslah
apa yang dikhawatirkan semua orang: perang saudara
yang berkecamuk selama beberapa tahun di Liba-
non.’

Selain itu, ada lagi tawaran yang diajukan al-Jabiri
dalam konteks sekularisasi ini, dalam pengertian fash/
al-din ‘an al-siydsah, bukan fashl al-din ‘an al-daulabh,
seperti diterangkan di atas. Yakni dengan merujuk
kepada pengalaman sejarah Islam klasik. Menu-
rutnya, model negara yang dibangun Nabi dan yang
kemudian dilanjutkan para khulafaur rasyidin yang
empat, merupakan model negara futuhah, yaitu model
yang muncul karena adanya pembebasan atas
beberapa wilayah di Semenanjung Arabia. Dalam
model ini, yang memegang tampuk pimpinan adalah
para panglima bala tentara perang yang pada saat
bersamaan juga berfungsi sebagai tokoh agama.
Sementara di lapisan dasarnya adalah rakyat yang
kesemuanya berfungsi sekaligus sebagai tentara untuk
futuhah. Jadi, saat itu tidak ada pemilahan antara apa
yang dikenal saat ini dengan “masyarakat politik”

(political society), yakni para apartur
negara dan birokrasi, dan yang
disebut “masyarakat sipil” (avi/
society), yang terdiri dari para
ulama, pengikut partai politik
dan asosiasi-asosiasi sosial. Baru
pada masa khalifah Mu’awiyah,
lanjut al-Jabiri, muncul pemisa-
han yang tegas antara umara
(pemerintah) dan ulama, dan an-
tara tentara dan rakyat. Ini dilu-
kiskan oleh tokoh figih dari ka-
langan Mazhab Maliki, Ibn al-
Arabiy:

Sumber: Leksikon Islam

“sebelum masa ini, dan di masa
awal Islarn, para umara merupakan
ulama sekaligus, sedang rakyatnya
adalah juga sekaligus anggota militer. ... namun kemudian
Allah menentukan yang lain dengan penuh
kebijaksanaannya. Para ulama akhirnya menjadi satu
kelompok tersendiri, dan para umara dalam kelompok
lainnya. Sementara rakyat berada di satu sisi, dan militer
menempati posisinya sendiri dan sudah terpisah dari
rakyat. "%

Menurut al-Jabiri, proses pemisahan antara
ulama dan umara, antara rakyat dan tentara, meru-
pakan bagian dari proses “sekularisasi”’, yakni pemisa-
han antara fungsi kaum agamawan dan fungsi kaum
politisi dan negarawan, dan juga fungsi tentara dan
rakyat pada umumnya . Dan model negara semacam
ini tidak mungkin lagi bisa diwujudkan saat ini. Ka-
rena kondisi futuhah saat itu secara spesifik meng-
hendaki adanya pengintegrasian fungsi ulama de-
ngan umara, dan rakyat dengan tentara. Sementara
model negara itu sendiri tidaklah ditentukan dengan
pasti oleh ajaran Islam. Dengan demikian, kondisi
“sekularisasi” itulah yang hingga kini terjadi di
berbagai belahan dunia Islam. Soalnya, tidak mung-
kin lagi mengharapkan penyatuan peran umara yang
sekaligus ulama, dan rakyat keseluruhan yang ber-
tindak sebagai tentara.”’ Dan yang terisa hingga kini,
menurut al-Jabiri, adalah
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“penyelenggaraan negara atas
dasar kemaslahatan dan manfaat bagi
rakyat secara keseluruhan. Namun,
bukan dengan cara seperti yang dila-
kukan Muawiyah yang bersandar
secara eksklusif pada kepentingan su-
ku dan kelompoknya saja, tapi de-
ngan cara yang sesuai dengan sema-
ngat zaman kita sekarang ini, yaitu
dengan cara yang menyertakan selu-
ruh rakyat dalam memilih pemim-
pinnya, disertai kontrol terhadap ke-
kuasaan sesuai dengan aturan-aturan
yang berlaku dalam konteks politik

modern.”¥

Dan itulah prinsip demokrasi
yang didambakan al-Jabiri. Tapi soalnya kemudian
apakah umat Islam sudah siap berdemokrasi? Di
sinilah persoalannya. Umat Islam memang menerima
demokrasi dan bahkan menjadikannya sebagai
prinsip dalam berpolitik dan bernegara yang perlu
diwujudkan di alam realitas. Namun, sayangnya,
lanjut al-Jabiri, semangat demokrasi yang dipahami
umat Islam masih perlu dipertanyakan. Soalnya,
demokrasi dalam pengertian modern adalah sistem
yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan,
syarik atau power-sharing. Dalam pengamatan al-Jabiri,

“salah satu karakteristik negara-negara di dunia Arab,
baik di masa lalu maupun kini, adalah mereka menafikan
adanya “syarik” (power sharing) dalam kekuasaan.

Sementara demokrasi pada intinya mengharuskan adanya

“syirik” dalam pemerintahan.”*

Mengapa demokrasi mengharuskan adanya
“syirik” dalam politik seperti dikatakan al-Jabiri?
Baginya, ber-taunhid dalam teologi merupakan
kewajiban bagi segenap pemeluk agama Islam. Dan
melakukan syirik dalam konsep Ketuhanan merupa-
kan sebuah pelanggaran terhadap keyakinan. Siapa-
pun pasti mengakuinya. Namun, soalnya jadi lain,
bila berkenaan dengan masalah politik. Apakah poli-
tik juga mengenal “rauhid”, dalam arti kesatuan
penguasa, kekuasaan tunggal yang tidak terbagi-bagi,

Muhammad Abed al-Jabiri

kesatuan ummah yang eksklusif
dan juga kesatuan bangunan
politik? Politik modern mengakui
pluralisme, pembagian kekuasaan
atau frias politica, yakni adanya
pembagian kekuasaan antara yu-
dikatif, legislatif dan eksekutif, ju-
ga pembagian kekuasaan antar
berbagai krlompok dan golong-
an. Dalam sejarahnya, umat Islam
hanya mengenal sistem penguasa
tunggal, yang kepadanya seluruh
kekuasaan dimandatkan, mulai
dari kekuasaan legislatif, eksekutif
dan yudikatif, serta tidak menga-
kui hak-hak kelompok agama lain dalam kekuasaan.
Maka, tidak he-ran bila sistem khilafah tidak jauh
dari sistem despotik yang dikenal dunia Timur pada
umumnya.*

Pertanyaannya kemudian bisakah umat Islam
menerima konsep “syirik” dalam politik, yakni
pembagian kekuasaan dan pengakuan tehadap
pluralisme, yang ditandai dengan kemunculan banyak
partai, beragamnya kelompok agama dan etnis yang
punya kepentingannya masing-masing? Tentu saja,
jawabannya bisa afirmatif bila umat Islam, seperti
disebut al-Jabiri, bersedia melakukan perubahan
epistemologis dalam pemikiran politik, yang tidak
lagi berbicara soal tauhid dalam politik, apalagi
mencampuradukkan antara tauhid sebagai doktrin
keyakinan dan tauhid dalam arena politik. Namun,
jawabannya bisa pula negasi, dalam arti umat Islam
tidak pula bisa menerima konsep “syirik” dalam
politik dan kekuasaan. Dan itu berarti umat Islam
belum bersedia berdemokrasi secara substansial,
cuma di kulit dan tidak sepenuhnya membawa
perubahan apa-apa dalam perilaku politiknya. Dan
itu berarti umat Islam belum bisa “menyertakan
seluruh rakyat dalam memilih pemimpinnya, disertai
kontrol terhadap kekuasaan sesuai dengan aturan-
aturan yang berlaku dalam konteks politik modern”.

Sebagai kesimpulan, akan dikemukakan kalimat
akhir al-Jabiri dalam soal ini:

Sumber: Dok Pribadi
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“Pada akhirnya, pemikiran Islam Arab kontemporer
dituntut untuk melakukan kritik sosial, kritik ekonomi,
dan juga kritik nalar, nalar “spekulatif” (‘ag/ “mujarrad”)
dan nalar politik. Tanpa adanya beberapa kritik semacam
ini, dengan penuh semangat ilmiah, maka setiap
pembicaraan dan wacana tentang Nahdlah, kemajuan, dan
persatuan dalam konteks dunia Arab, semuanya hanya
berakhir jadi impian dan angan-angan belaka. Dan upaya
vang kami lakukan dalam buku ini dan dalam beberapa
buku lainnya, tidak lain hanya berupa rintisan awal. Dan
proyek tersebut tetap terbuka untuk waktu yang berjangka
panjang ... "%

Catatan:

! Triloginya tersebut terdiri dari tiga buku, yang masing-
masing berjudul: Takwin al-‘Agl al-Arabi (Formasi Nalar Arab,
1982), Bunyah al-Aql al-Arabi (Struktur Nalar Arab, 1986)
dan al-Agl al-Siyasi al-Arabi (Nalar Politik Arab, 1990).
Semuanya diterbitkan oleh Markaz Dirasah al-Wihdah al-
Arabiyah, Beirut, Libanon.

* al-Jabiri menimba sebagian konsep “nagd al-agl al-siyasi’-
nya dari filsuf Perancis Michel Foucault dan dari pemikir
Marxis Régis Debray. Lihat M. Foucault, “Omnus et
singulatum: Vers une critique de la raison politique”. ” Le
Debat (Paris), no. 44, November 1986, dan R. Debray, Cr-
tigue de la raison politigue (Paris: Gallimard, 1981).

' Muhammad Abed al-Jabiri, Wijhah al-Nazghr nabw 1'idah
Bina® Qadldyi al-Fikr al-Arabi al-Mu'dshir (Beirut: al-Markaz
al-Tsaqafiy al-Arabiy, 1992), h. 83-90. Uraian lengkap dan
detil tentang proses sejarah kemunculan konsep-konsep yang
berkaitan dengan nalar politik Arab, lihat al-Jabiri, a/- g/ al-
Siydsiy al-Arabiy: Mubaddidih wa Tajalliyatwh (Beirut: Markaz
al-Wihdah al-Arabiyyah, 1992) cet. II.

* al-Jabiri, Wihah, op. at., h. 89.

* Seperti dikutip dalam Ibid., h. 101. Tentang kritik analisa
wacana atas teks di atas lihat Muhammad Abed al-Jabiri, a/-
Khithab al-Arabiy al-Mu'dshir: Dirasah Tabliliyah Nagdiyah
(Wacana Pemikiran Arab Kontemporer) (Beirut: Markaz al-
Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1992), h. 67-68.

* al-Jabiri, Wihabh, op at., h. 103,

" Ibid., h. 107-108.

* Ibid., 108.

* al-Jabiri, a/-Khithab, op. at., h. 100.

' al-Jabiri, Wijhab, op. at.,h. 110, dan al-Jabiri, a/-Khithéb, op.
at., h. 99-100.

" Uraian lengkap tentang adanya sesuatu yang tak terkatakan
(not-said atau never-said) dalam wacana politik Arab ketika
mengangkat wacana “sekularisasi’ dan “syura”, dan bukan
“demokrasi”, lihat al-Jabiri, a/-Khithab, op. at., h. 65-103.
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Arab dan juga dalam kritik nalar politik Arab-nya. Lebih jauh
mengenai kritik al-Jabiri atas paradigma kaum Salafi dan kaum
modernis, lihat Muhammad Abed al-Jabiri, Nabuu wal-Turits:
Qiri'at Mu'dshirab fi Turatsina al-Falsafi (Casablanca: al-Markaz
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Islam dari Mesir, yang disertai tanggapan sejumlah pemikir
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Dirisih wa Mundgasyih (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafiy al-Arabiy,
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